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ABSTRAK

Penclitian ini bertujuan untuk mengetalui seberapa sesuai prosés penyusunan
anggaran kegiaan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan whun 2020 terhadap
persturan-peraturan atau ketentuan dalam penyusunan anggaran pendidikan provinsi, serta
{akior pendukung dao faktor penghambatnya. Penelitian ini dilaterbelakangi olch hasil
evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa angparan Fungsi Pendidikan di Sumatera
Selatan belum memenuhi amanat undang-undang dan adanya potensi keterlambatan
pembahasan Rancangan APBD whun 2020, Model evaluasi yang digunakan untuk
menganalisis evaluasi ex-anfe pada penelitian ini adalsh evaluasi CIPP menurut D.L.
Stuffiebeam dengan empat aspek yaitu analisis konteks, analisis input, analisis proses, dan
analisis produk dalam proses penyusunan anggaran. Metode penclitian yang digunakan
adalah metode penclitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik peugumpulan dats
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penclitian ini menunjukkan bahwa
penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun
2020 masih belum sesuai dengan peraturan-peramran atau ketentuan dalam pesyusunan
anggaran pendidikan provinsi. Faktor pendukung dalam penyusunan APBD berbasis kinerja
adalah tersedianya aplikasi e-Sumse! yang dapet mengelols keuangan berdasarkan Anggaran
Berbasis Kinerja dan Aparatur mengikuti pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis,
Faktor penghambat dalam penyusunan APBD berbasis kinerja adalah adanya keterlambatan
pembzhasan Rancangan APBD. Adapun seran penelitian ini yaitu BAPPEDA harus
memperbaiki perhitungen alokasi fungsi pendidikan dengan menambahkan komponen
anggaran Dinas kebudayaan dan anggaran Dinas Pariwisata dan membuat desain rancangan
besar pendidikan di Sumatern Selaran, serta komitmen serius pemerintahan Sumatera
Selatan dalam membahas APBD tepat wakiu.

Kata Kunci: Model, Evaluasi, CIPF, APBD, Anggaran, Berbasis, Kinerja
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ABSTRACT

This study aims to determine how appropriate the process of budgeting for activities
fo support the function of education in South Sumatra in 2020 against the regulations or
provisions in the preparation of the provincial education budget, as well as supporting
factors and inhibiting factors. This research is motivated by the evaluation results of the
Ministry of Home Affairs that the education function budget in South Sumatra has not
Julfilled the mandate of the law and the potential delay in discussing the 2020 APBD Draft.
The evaluation model used to analyze the ex-ante evaluation in this study is the CIPP
evaluation according to D.L. Stufflebeam with four aspects, namely context analysis, input
analysis, process analysis, and product analysis in the budget preparation process. The
research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data
collection technigues through observation, interviews, and documentation. The results of
this study indicate that the preparation of a budget for activities to support the function of
education in South Sumatra in 2020 is still mot in accordance with the regulations or
provisions in the preparation of the provincial education budget, The supporting factor in
the preparation of the performance-based APBD is the availability of an e-Sumsel
application that can manage finances based on a Performance-Based Budget and Apparatus
attend education, training, and technical guidance. The inhibiting factor in the preparation
of the performance-based APBD is the delay in discussing the Draft APBD. The suggestion
for this research is that BAPPEDA should improve the calculation of the allocation of
education functions by adding a budget component of the Department of Culture and the

Tourism Office budget and making a grand design for education in South Sumarra, as well
as a seripus commitment of the South Sumatra government in discussing the APBD on time.

Keywords: Model, Evaluation, CIPP, APBD, Budget, Based, Performance
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran pemerintah (negara dan daerah) berbeda dengan anggaran swasta. Anggaran
negara dan daerah merupakan instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan
daerah. Untuk itu, politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan
atau manfaat yang akan dicapai yaitu memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai
dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta), dan meningkatkan
efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Pemerintah Indonesia telah menyadari sangat pentingnya pendidikan, salah satu
indikatornya adalah dengan telah disetujuinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk
memprioritaskan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Khusus untuk APBD, regulasi pengalokasian anggaran fungsi pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari belanja daerah ini diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang merupakan peraturan terbaru
dan digunakan untuk berlaku juga pada tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya tahun anggaran 2020, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020
disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka
mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. RKP tahun 2020 disusun
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dengan prinsip anggaran yang berfokus pada program, menggunakan pendekatan tematik,

holistik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran
yang terintegrasi. Tematik yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka
waktu tertentu. Holistik yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam
perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam
suatu rangkaian kegiatan. Integratif yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan
program Presiden yang dapat dilihat dari peran kementerian atau lembaga atau daerah atau
pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.
Spasial yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus
berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.
Pada penyusunan APBD harus melaksanakan prinsip-prinsip penyusunan APBD, salah
satunya prinsip Taat Asas yaitu penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih kepentingan umum dan peraturan daerah
lainnya. Dalam penyusunan APBD Sumsel tahun 2020 berpotensi mengalami
keterlambatan pembahasan berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang
Pendanaan Pembangunan Bapak Yanuar Suhartono, ST, “Pembahasan terhambat di bulan
November karena masih masa transisi DPRD yang baru dilantik di bulan Oktober. Mereka
kan harus membentuk Tim Banggar dan lain-lain” (Hasil wawancara, 8 April 2020).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBD Sumsel
tahun 2020 berpotensi mengalami keterlambatan, karena pembahasan APBD tahun 2020
diselesaikan oleh anggota dewan periode tahun 2019-2024 yang baru akan dilantik pada
bulan Oktober 2020. Potensi keterlambatan pembahasan APBD tahun 2020 bersama
DPRD Sumsel ini bisa berdampak pada keterlambatan pengesahan APBD Sumsel tahun

2020 atau dianggap tidak Taat Asas Penyusunan APBD.
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Penyusunan anggaran fungsi pendidikan Sumsel tahun 2020 juga dianggap tidak

memenuhi prinsip Taat Asas, dikarenakan hasil evaluasi dari pihak Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) bahwa APBD Sumatera Selatan tahun anggaran
2020 tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai porsi yang diamanatkan oleh
undang-undang yaitu urusan pendidikan tidak sampai sepuluh persen. Namun, dari
perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Selatan, justru menilai
bahwa urusan pendidikan sudah mencapai tiga puluh tiga koma dua persen yang artinya
penyusunan anggaran anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera
Selatan tahun 2020 telah mencapai persentase yang diamanatkan undang-undang. Berikut
wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bapak Yanuar
Suhartono, ST,

“Hasil evaluasi Kemendagri kemarin bahwa anggaran fungsi

pendidikan Sumsel tahun 2020 belum sesuai dengan amanat

undang-undang, tetapi menurut perhitungan kami sudah sesuai dengan

amanat undang-undang bahwa fungsi pendidikan ini terdiri dari

beberapa komponen dan sudah dialokasikan kami lebih dari tiga puluh

tiga persen, karena kami menghitung berdasarkan Permendagri 33 ini

sebagai standar Provinsi. Anggaran tahun lalu juga dikatakan seperti

itu. (Hasil wawancara, 8 April 2020).

Perbedaan pendapat versi perhitungan alokasi anggaran pendidikan Sumatera Selatan
yang dinilai oleh Kemendagri belum memenuhi amanat undang-undang antara Pemerintah
Provinsi Sumsel dengan Kemendagri mengenai evaluasi anggaran fungsi pendidikan
Sumsel ini dikatakan oleh Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bapak Yanuar
Suhartono, ST kepada peneliti juga terjadi pada evaluasi APBD Sumsel tahun 2019.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian penulis terkait alokasi

anggaran fungsi pendidikan, berikut ini adalah Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran

Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2019 dengan menggunakan data APBD
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Perubahan tahun 2019 yang berhasil diolah oleh penulis pada saat Kuliah Kerja

Administrasi:

Tabel 1. Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan di Sumatera

Selatan Tahun 2019 (APBD Perubahan Tahun 2019)

No Komponen Perhitungan Juml(a;pg)ana

1 |a. Belanja Langsung pada Dinas Pendidkan Rp 819.192.357.000
b. Belanja Langsung diuar Dnas Pendidkan yang
Menghasikan Qutput Menunjang Pendidikan Rp 3.407.852.000
Program/Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 2.700.000.000
1) Dukungan Pendirian Polieknik Olahraga Indonesia Jakabaring Rp 70.000.000
2) Lomba kreasi dan karya tuls imiah dkalngan pemuda Rp 60.000.000
3) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Rp 50.000.000
4) Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan Rp 1.400.000.000
5) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi Sumatera Selatan Rp 100.000.000
6) Penghargaan Pemuda Berprestasi Rp 70.000.000
7) Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Rp 30.000.000
8) Pelathan Kewirausahaan Bagi Pemuda dan Mahasiwa Rp 110.000.000
9) Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Rp 70.000.000
10) Sarana Prasarana Sekolah Olahraga Negeri Srivjaya Rp 150.000.000
11) Permassalen Okhraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Rp 90.000.000
12) Sekolah Olahraga Negeri Sriviaya (SONS) Rp 150.000.000
13) Pusat Pembhaan dan Pelathan Pelajar ( PPLP ) Rp 350.000.000
Program/Kegiatan pada Dinas Perpustakaan Rp 690.652.000
14) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembnaan Pempustakaan Rp 690.652.000
Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Rp 17.200.000
15) Pembekalan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Rp 17.200.000
bagi mahasiswa

Jumbkh (a+b)| Rp §822.600.209.000

2 |a. Belanja Tdak Langsung pada Dnas Pendidkan Rp 965.110.991.000
b. Belanja Tidak Langsung pada SKPD Rp 1.472.547.586.000
1) Hibah Sekokh Grats Rp 93.000.000.000
2) Hibah Program Peningkatan Kualfkasi Guru Rp 5.504.000.000
3) Hibah Kulah Grats Rp 37.959.386.000
4) Hibah Dana BOS Rp 1.335.084.200.000
5) Kwarda Pramuka Rp 1.000.000.000

Jumlah (a+b)| Ro  2.437.658.577.000

3 |Anggaran Fungsi Pendidkan (1+2) Rp  3.260.258.786.000
Total Belanja Daerah Rp 9.713.473.244.482

5 |Rasi anggaran pendidikan (3:4) x 100% 34%

Sumber: Diolah oleh Penulis.
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Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2019
dengan menggunakan data APBD Perubahan tahun 2019 di atas dilakukan berdasarkan
arahan dari Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Sumsel Bapak Yanuar
Suhartono, ST. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa anggaran fungsi
pendidikan telah dialokasikan Pemerintah Sumatera Selatan dengan rasio tiga puluh empat
persen yang artinya sesuai bahkan melebihi amanat undang-undang, yaitu anggaran fungsi
pendidikan minimal harus dianggarkan pemerintah provinsi sebesar dua puluh persen.
Namun, terjadi perbedaan pendapat pada evaluasi APBD Sumatera Selatan tahun 2019
oleh Kemendagri, yaitu menurut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam
pengalokasian anggaran fungsi pendidikan Sumatera Selatan tahun 2019 telah memenuhi
dua puluh persen, sedangkan menurut Kemendagri belum memenuhi amanat
undang-undang. Kemendagri memiliki perhitungan yang berbeda dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan
perhitungan alokasi anggaran pendidikan berdasarkan format Permendagri Nomor 33
tahun 2017. Selama melakukan perhitungan fungsi anggaran pendidikan Sumatera Selatan
tahun 2019 tersebut, peneliti juga menilai anggaran kegiatan-kegiatan yang menunjang
fungsi pendidikan yang merupakan salah satu komponen penting agar dapat menghitung
alokasi anggaran Fungsi Pendidikan secara tepat belum berdasarkan prinsip anggaran
berfokus pada program, disebabkan belum adanya rancangan besar pendidikan Sumatera
Selatan sehingga dapat diketahui kemana arah pendidikan di Sumatera Selatan yang dapat

berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Selatan.
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Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016, sehingga Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Melalui peraturan baru ini, maka penyusunan APBD untuk tahun 2019 dilaksanakan oleh
BPKAD Sumatera Selatan, dan Bappeda dapat melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi,
dan penilaian atas perencanaan pendanaan pembangunan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada
berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante), evaluasi
pada tahap pelaksanaan (on-going), dan evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (ex-post).
Evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante) adalah evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala
prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya. Evaluasi ex-ante juga dapat diartikan sebagai kegiatan evaluasi
untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesesuaian antar dokumen perencanaan,
maka berdasarkan masalah-masalah yaitu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa
anggaran fungsi pendidikan di Sumatera Selatan belum memenuhi amanat undang-undang
dan adanya keterlambatan pembahasan Rancangan APBD Sumatera Selatan tahun 2020
dapat dinilai bahwa APBD Sumatera Selatan tahun 2020 tidak Taat Asas atau dalam

evaluasi ex-ante belum sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga penulis tertarik



7

untuk melakukan penelitian evaluasi ex-ante penyusunan anggaran kegiatan menunjang
Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2020.

Evaluasi ex-ante memerlukan model evaluasi CIPP perkembangan Stufflebeam
yang terdiri dari empat aspek, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk, dengan cara
menganalisis evaluasi ex-ante pada tiap empat aspek tersebut dalam penyusunan anggaran,
sehingga mampu menjelaskan keseluruhan proses penyusunan anggaran menunjang fungsi
pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 dengan baik, sehingga dapat menjelaskan
kesesuaian penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera
Selatan tahun 2020 terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan penyusunan anggaran
pendidikan provinsi, serta faktor pendukung dan penghambat nya, sehingga membuat
peneliti tertarik melakukan evaluasi ex-ante dengan menggunakan model evaluasi CIPP
Stufflebeam yang dinilai peneliti mampu menghasilkan solusi-solusi yang tepat dalam
penyusunan anggaran fungsi pendidikan Sumatera Selatan untuk tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Evaluasi Ex Ante
Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan
Tahun 20207, schingga dapat dibahas dan ditindaklanjuti oleh BAPPEDA Provinsi

Sumatera Selatan.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara
lain:
1. Bagaimana proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di
Sumatera Selatan tahun 2020 ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pada proses penyusunan anggaran

kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Ingin mengetahui seberapa sesuai proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang
fungsi pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2020 terhadap peraturan-peraturan atau
ketentuan dalam penyusunan anggaran pendidikan provinsi.

2. Ingin mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada proses
penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan
Tahun 2020 sebagai bahan mencari solusi yang tepat dalam melakukan penyusunan

anggaran menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi civitas akademika
yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Jurusan Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dan

sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dan informasi khususnya bagi pthak BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan
dan pada umumnya masyarakat Sumatera Selatan, serta pihak-pihak lain yang

umumnya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
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